
BUPATI KAPUAS IIULU
PERATURAN AUPATI KAPUAS HULU

NOHOR 4 TAHUN 2OIO

TENTANG

TATA CARA PENUNJUI(AiI PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN

DAlt PE'ABAT EWAXILI PADA SATUAN XERJA PERAHGKAT DAERAH DI LI'{GKU]IGAN

PETERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAH ATTUHAN YANG AHAESA,

BOPATI KAPUAS HULU,

Monimbang

Mcngingat

a.

b.

c

3

bah,rra benlsarkan Surat Kepah Badan Kepegaw'eian Negara Nomor
K.2&2ON.24 25199 tanggal 10 Desemb€r 2m1 p€rihal Tatacara
P6ngangkatan Pogswai Negen Siprl sebagai Pelaksana Tugas dan
Surat Nomor K.2&3/V 510/99 Tanggal '18 Januari 2@, perihal
Ponuoiukan Peiabat Pelaksana Harian;

bahwa unfuk tertb administrasi pnunjukan PelakssE Tuges,
Pelaksana l-tarian. dan Pejabat Mewakili pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah periu diatur ketentuan tentarE tata cara polaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans yang di md(sld psda
huruf a dan huruf b di atas, periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1 Undgng-Undsng Nomor 27 Tahun 1959 tertang PlfEtap€n Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 teotang Pe(ffiukan Daerah
TirEkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara Repubf,rHqEia Tahun
1953 Nomor 9) sebagEi Undang'Jnd€rE (L€mbaran lqra nepuUf
lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan tambaran tl€g€rE
Republik lndonesia Nomor 1820):

I4

UndarE {rndang Nomor 43 Tshun lg09 tentang Perubdran AtEs
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tBntang Pokd(Pokok
KepeEEr.,aian (Lembaran Negara Republik lndon63ie Tahun 19eg
Nomor 169, Tambahan Lembaran ].I€gara RspuHlk lrdql€aia taonror
38-qO);

Undang-Undsng Nomor 10 Tahun 20(X tentano Perniontulen
Peraturan Pe.undang-UndangtE (t€mberen Nsgara Republk
lndonesia Tahun 2004 Nom0f 53, Tambahan Lembran Negara
RepuHik lndonssia Nomor 4g8g);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaordl
scbagaimana telah tslah dlubah beborEpa kall dan yang teraldir
dengen Undang"Undan! NomoI 12 Tahun 2008 (Lemhran N€gEra
Republik lndonGia Tahun 2008 ilomor 59, Tambahar brnbaran
Republik lndon€Eia Nomor qQ$I

Undang-UrxJang Nomor 33 Tahtn 2()O4 lentarE PerimbatEsn
Ke{rangan anfara Pemerintah Putlt d8n PgoerintaftSn Osrrah
(Lembaran Negera Repubilik lrdorLsia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambehan Lembaran NegaE Republik hdonesia Nomor 4/68) ;



I

MerEtapkan

6. Undang-Undang Nomqr 3E Tahun 2007 t6ntang Pernbegian Uruaan

Pernerintahan Antara Pemerlntah, Pemorintah Daerah Proplnsi, dan

Pemorintah Daerah Kabupatefl / Kota (Lembaran Neg8ra Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaian Negara

Republik lndonesia Nomor 4737):

7. Perduran Pemerintah Nomor 101 Tshun 2000 tentang Poadirikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negars RapuHik
lndon€sia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4019);

8. PerEturan Pemerinlah Norno 12 Tahun 2002 tertang Peruttshan Atas
Peratuian Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaiken
Pangkat Pegawai Nsgen Sipil (Lembsran Negara Republik lndoncaia
Tahun 2000 Nomor 112, Tamhhan Lombaran Ncg,ara R6puuik
lndonesia Nomor 4'193);

9. PeratuEn PemerintEh Nomor 13 Tahun 2002 tefltang Perubehan Atas
Peiaturan Pemerintah Nomo|100 Tahun 2000 tentang Pengangkabn
Pegawai Negeri Siril Oalam Jabatan Struktural (Lembarsn Negare
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tamb€han Lemb€ran
Nega€ Republik lndc,n€sia Nomor 4'194);

10. P€raturan Psmorir rh Nomor I Tahun 2m3 tentang WaEnar€
Pengangkatan, Pemlndahan, dan Pemberhentian PegatrEi Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik lndonBia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahsn Lembaran Negara Nomor 4263);

'l'l Peraturan Pemeriplah Nomor 41 Tahun 20fi tefltarE Organisasi
Ps.engkat Dae.ah (Le.nba.an Negar€ Republik lrdonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negare Republik lndoneela Nomor
4741)i

12. Perdrral Oa"h KduEEteo KaFras Huhr Ncfnq 7 Taht[l 2fi8 EtarE
PE nM*afl organb8i Per'arEl€t DaEir lGh.FdEl KaplB lttlL(

MEMUTUAKAN

TATA CARA PENUNJUKAN PEL{KSAIVq TUGAS. PEITAKSANA
HARIAN DAN PEJABAT MEWAKILI PADA SATUAN KERJA
PERANGIGT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERII.ITAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa6al 1

Oalam Per.turan Bupali ini yang dimakEUd dengan ;

'1. tGbupaton adalah Kabupaten Kapuas Hulu

2. Pom€rinbh Kabupst€n cdelch Kepcle DeorEh bcccrte Percngket deereh otonom ycng lain
sebagoi badan eksekutif daeiah.



3 Blpati adal8h BupEti Kapuas Hulu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Badsn K€pegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupsten Kapuas Hulu'

6 Satuan Kefia Perangkat Da€6h yang selan,umya di singket SKPD adalah satuen Ke4a

Perangkat Da€rah Kabupaten KaPuas Hulu.

7 Kepale Satuan Kerja Perangkal Daereh adalah Pimp,nsn Satuan Ke4a Paranghet Daerah

Ksbupaten Kapuas Hulu.

E Peiabat Strukh.ral adalah Pegawsi Negeri Sipll yang menduduki jabatan stuktural pada

Satuen Kerja Perangkat Daorah Kabupaten Kapuas Hulu.

I Peiabat tlon Stukturat adalah Pegawai Negeri Sipil )3ng tidak merdudrki jabqtan ctnrktural
pada Satuan Keria Perangkat Da€rah Kabupalen Kapuas Hulu

10 Eselon adahh tingkatan jabatan struktural dalam satuan organisasl Satuan Keris PoflarEkat
Dagrah iGbupqtcn Kapuao Hulu

(fl; eeU*ana Tugas yang selanjuthye dislngkat PLT adalah Psgarai Negeri Sipll yahg dltuniuk

- untuk melaksanakan tugas iabatan struktural yang lowong.

Pelahana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah Pegawei Negen Sidl yang ditunjuk
untuk mslaksenEkan tugas jabatan struktural yang pejabat defenffiya berhalangen selama 7
(tujuh) hari kerja atau lebih

PejabA M€vuakili yang selsniutnya disingkal PJw adalah P€gawai Negeri Sipil y8ng ditunjuk
untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabat dEfenitifnya berhalangan ssmentara
kuEnE dan 7 (tujuh) hari kerja.

BAB I,

TAIA CARA PENUNJI,,KAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS

Pasal2

Pegawai tLg€ri Sipil dapst ditunjuk Bebagai PLT dalam jabatan strukturgl tcrtsntu, drngan
ket6ntuen:

(1) Jabatan sfuKural terBebut dalam keidaan lowong atau pejabat der8nitfnya bolum
diletapkan/dilantik ol6h p iabat yang b6rw6nang.

(2) Psnsniuk rlIlya tidak p.rlu dsngan Surd Keputusan pengangkatan dalam jsbatgn, melainkan
cukup dongan Surat Perintah dari Pejabat berwenang.

(3) Penuniukan scbagsi PLT tidak membaEa dampak terhadap kep€gawaian Psg.r.i Ncgeri
Sipil yang b€rsangkutan dan tidak diberi tunjangan .iabatan dalam kedudukannya sebagai PLT,
sedarEkan baEi Pegawar Negeri Siprl yang menduduki jabatan fungEional tortentu t6tap
m.rdepsttai hak dalam pcigumFjan angkE l<redit

(4) Penuniukan PLT didamakan bagi Pegawai Negeri Sipil Fng bertwas pada Satuan Kerja
Perangkd Dasrah yang beEaBgkutan keqJali untuk jabalan Kepala Satuan Keia PcEngkat
Da€rah (SKPD) dalam keEdaan tertenlu karena pertimbangan sffiegis bEgi Satuan K€ria
Porangkat Daerah (SKPD) tersebut.

(5) Penunju*an PLT tidak boleh menyerlcabkan bfrasnfa jabatan d€fenitif Pegaw'ai Negeri Sipil
yang ditunjuk dan tuniarggnnya tetap dibayarftan sesuar dengan jabatan d€f8nitiftya

(6) Pegawal N6g€n Sipil yang menduduki Jababn struktural hanya dapat dituniuk sobagai PLT
ddam jeben $ul6r[sl yang e€€bnnya eama atau s€tingLket lBbih tinggi pede Satusn Keria
Perangkat Daerah yang beBangkdan.

I
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(7) Pegst ,si N€geri Sipil yang tidak mardutuh iabdan struktirral hanya dapat dituniuk scba€Ei
PLT d.Lm j.bdrn rkukL[el esolon lV-

Pasal 3

Surat Pedntah unfuk penuniukan PLT dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak t8rpisahkan dari Psraturan Bupati ini-

Pasal 4

(1) Penunjukan PLT dalam iabatan suuktural eselon ll ditetapkan oleh Bupati.

(2) Surat Podntah Pcflunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon ll ditandatangsr$ olch Bup€ti.

(3) Oalam hal Bupat b€rhalangan, Surat Perintah penunlukan PLT dalam jabatan struKural
68ebn ll ditand enganiol6h Wakil Bupati.

Pasal 5

Proses admrnEtrasi penunjukan PLT dalam jabatan struktural 6elon ll dilaksanakan oleh Bedan
Kopcgawaian Daolah

Pasal 6

(1) Penunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon lll dan eselon lV ditetapkan oleh Sekrctaris
Dserah dengan rremperh&tihan uaulan dari Satuan Korja yang bor8srulqJtan

(2) Suret Pedntah Penunjukan PLT Pojabat Struktuial Eselon lll dan Eselon lV ditEndst rEani
oleh SekrEtaris Daorah atas nama e,upati.

TATA CARA PENUNJUKAN PEI-/\KSANA HARIAN
DAN PEJABAT MEWAXILI

Prc6s adminisFasi F€nunjukan PLT dalam jabatan struKural Eselon lll dan Esslon lV
dileksanakan ol€h Badan Kepeg€waran Daerah dengan usulan yang dlGempaikan olch KapalE
Satuan Kgrja P€rangkat Dagrah

BA8 t

Pasal 8

Pegawai tJ€g€ri Sitil dapat dituniuk sebagai PLH atau PJW dalam jabatan sfiJktural terter u,
dengan koleduan:

(1) Pejabat ds{enitf atau PLT dalam jabatan struktural tersebut sodang berhalangan aarr!.fltara
srFrti mslalsanakan tugas dinas keluar kgta/daerah dalam jangka wEttu tstgntu,
msnunaikan ibadah haii, sakil, c{ni, Gecuali cuti diluEr hnggungan tlcgara), atau alalan laln
yang 8€ruPq dengan itu.

Pasal 7



(2) Penuniukannys tidak pedu dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabetan, melsinken
cukup dengan sulat perinlah dafl pejabat berwenang

(3) Penunjukan sobagai PLH atau PJW tidak membawa dampak terhadap kepegetaian Pegawai
N6g€ri Sipil yang ksangkutBn dan tidak diberi tuniangan labatan dalam kodudukannya
sebagsi PLH at8u PJW, sedangkan bagl P€awai Negeri Sipil yang meoduduki jabatan
fumsional brEntu l€dap mondapatksn h8k dslam pengumpulan arcka kEdit.

(4) Penunjukan PLH alau PJW diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada
SEtuan Karia PerBngkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan

(5) Psnunjukan PLH atau PJW tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan de{enitif Pegawai
Negeri Sipil yang ditunjuk d8n tunjangannF tetap dibayar sesuai dengan jabatan ffinitifnys.

(6) PegawEi Negeri Sipil yang rnenduduki jabatan slnrKural hanya dapat ditunjuk oobagai PLH
atau P.^A/ dalam jabatan strultural yang eseloonya sama atau setingkat loh'h tinggi pada
Satuan Keria Pe.angkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

(7) Psgawal Negcri Sipil yang tidak menduduki iabatan struKura) hanya dapat dtunjuk sebagai
PLH atau PJW dalam jabatan struKural eselon lV

Pasal 9

Surat psrintah p€nuniukan PLH atau PJW dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran ll atau
Lampiran lll yang merupakan bagian yang tidak t€rpisahkan dari Feraturan Bupati ini

Pasal I0

(1) Penuniukan PLH atau PJW bagi fEjabat eselon ll ditetapkan oleh Bupali

(2) Surat pe.irtah penunjukan PLH atau PJW bagi pejabst struktural eselon ll ditanda
oleh Bupoti dan spabila Bupatr berhalangan.dapat ditanda tangarii oleh Wakil Bupati

l
(3) PrGcE sdmki8trali peouniukeo PLH dau PJW baoipoiebst sdn*tural 6clon ll dileksenehen

oleh Badan KeF€gawaian Daerah dengan bardasarkan atas usulan dari Satuan K€4a
Porangkat Da6rah (SKPO) b€rsarigkutan.

P.Eal 11

P€nuniuksn PLH atau PJ\ry dalam Jabatan Struktural Eselon ll ke bawE h, diatur sebagai berikut

(l) Pdrun uk n PLH .t u PJW dslam Jabetr,n Stlktur.l E..lon lll dit t pk n oLh K.p.la
Ssfoan lGria ParEngkal Da6reh borEarEkutan, dengan menunjuk s€orang psiaM yang
k€drdukannya sdtingkal lebih rendah dilingkungannya.

(2) P6nunjukan PLH atau PJW dalam Jabalan Struktuml Eselon lll ditetepkan oleh Peiebet
Shuktural Esclon ll yang memEawahi peiabat yang befialalEan t6re6but dengan monunju*
seorang Pejabat Eselon lll lain di lingkungannya atau P€jabat Esolon lV dl lingkungan p€labat
yang bGrhslangan t€rEobut.

(3) Penunluksn PLH atau PJW oalam Jabatan SfuKural Eselon lV di&pkan oleh Pejaba
StruKur.l Eselon lll yang membarahi peiabat yang berhalEngEn ter! but dengso
menunir*an ssorang Pejabd Eselon lV lain di lingkurEannya alau s€oratrg P€iaH Non
StruKural di li'€kurEan pejabat yang berhalangan tersebut

tarEar



(4) Surat Perintah P€nunjukan PLH atau PJVV dalam Jabatan Struktural Esalon lll dan Elclori lV
sobegai mana t€rsebut pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditandatangani oleh Peisbat yang
berlvenang m€netapkan PLH alau PJW

(5) Pro6€s adminBtresr Penunjukarr PLH atau PJW dalam Jabatan StruKural E6elon lll dan
Esolon lV dilaksanakn ol€h Satuan Keria Perangkat Oaerah dan lembuEan kaPeda Bupati
Up. SekrBtans Daerah daq Badan Kepegawaian Daerdh

BAB IV

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pssal 12

(1) Pada Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SKPD) yang m6miliki Sekr6teris, epeb a f\epela
Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD) berhalangan sementara, maka tarEgungianrab
pelaksana tugas Kepala Satuan Keria Perangkat Daerah yang borsangkubn larEsung
dipegang oleh SekBtarb s€aua doflgan babs kwvcnengen faog dimifih (hrl yang
dBerEhkan olch Kep€la Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

(2) Apabila Ksp€la dan Sekretans Satuan turia Peranokat Dacrah (SKPD) saciua bcrlamaan
b€fialangan se{ner ara, maka tala cara Penunju€n PLH atau PJ\AI adalah sebagaimana
dimaksud dalam P5sal 11.

Passl 13

Pefsyafatan mengenai penuniukan PLT, PLH dan PJW tetap memperhatikan ketentuan
kBp€gewaian F lg bcrleku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Oengen bedakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepuas Hulu Nomor
'13 Tahln 2OO4 terdang Mekrd€m€ P€n|niukan Polakssna Tugas dan Peiabrt Mew8kili
peds Unit Keda di Lingkungan Pemerintah KahJpaten Kapua! Hulu den scgela kctentuan
yang msngatlr hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan gupati ini di cabrlt dan
dinyatakan tidak b€rlaku.

(2) Hal lain yang belum dlatur dan b€lum cukup diatur delam Peraturan Bupati ini Ecpeniang
mangcnal ta{arh pelaksanaannya akan diHapkan lctih laniut dengan Kepr.rtuBan Bup6tl.



Palal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tarEgal diurdangkan.

Agar sdep or*|g dapd m€ngdahuinya. m€rDorirEt*:n paiElrdarEl.n P€rafrirrn Bupgti ini
d{tgan pqEmp{8nnF daldn Berts O9€r$ f€ .Falen I(3Fl.3 }futu.

DiteteDl€n di PutJEEEau
paaaenss.r eidhwt+Fta&W

HU8lT

Diundaagkm di Putussibau
padr tsnggal 28 JaDuari 2010

Plh. Schetari" Daerah Kabupateq Hulrr

Dn ABDIJLLAH USMAN. M.Si
Pembina lingkx I
Nip. l95t 0323 198003 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HIJLU TAHT]N 2OIO NOMOR 4

7



LAMPIRAN I : PEMTURAN BUPATI KAPUAS HULU
' NoMOR 4 rAHUN J0l0 14p6*t 2' J 

^NUAD-J 
20lo

DINAS

g UEAEEEINIAE PELAKSANA TUGAS
NOMOR ,

MF,NIMBANG

b.

DASAII

MEMPI]RTIATIXAN

KEPADA

c. bahya urtul. m0ksud 5€b€gdnana teEebut pada huruf a drn b di 3t05, Ffu dircEpktn
dengrn Surat Perintah PejsbEt Pelak$ra TWas.

l. Undang-undrng Nomor 2? Tahun 1959;
2. Undang-undan8 Nomor 43 Tlhul 1999;
I Undane-mdang Nomor 32 Tattm 20Ol s€tatFimam tehh dirubalr bebclapr k8li dm y3ug

terakhirNomor l2 Tahutr 2008:
4 Pdltrrln Pcf,e.intah Nomo. 13 TahlE 2002;
5. PerlnEan Pemerinhh Non r 8Tahm200l;
6 Pefthlran Pcxnerifiah Nomor 9 Tahun 2003:
7 Pe.atu-an DaErah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008.
8. Perdl)Isr Bupad f.rpu.as Hulu Nomor. - .T?hlm.. ..
9 k...
Sunt EdrraD Kepal, kdrD Kepegawaiar Neglrs Nomor K2G2O/Y.24:25199 t'lAE l l0
DesEmbcr 2001 tentang Tata CeIa Pengrr gken PNS Sebagai Pelrksan Tugss;

MEMENINTAHKAH

Nama

NIP

hnglrucol rurn8

TUK l- T.'hhug mulai Ersasl .---.---.. . ..2010, disaEtpins rusls pokoloy. khku
St OrtLsi/Krbae/Kabid ptda Dinas/Bsdrtl:.nn:tor. . -.. ... Kab. Krpuls Hulu, juE, ni€lrrsr',kln
tuBE! lcbsSsi Pejobd Pclatsana Tutas (PI-T.) Kesi/Kab ,(drd psd! Din&VBrdan/Ksntor......... .

KabuFtctr Kapuas Hulu;

2, Mcloksonits PEirrrh inl d€ng6n B€klams dE\pe$uhr6!{ turEguryjrw$;
3. Sural Pcridah Pcjabd Pelaklana TuCas ini berEldn dcn8r! sedirinya setclah dilah*lltr|y! pdrgrdrgksbn

pcjabst defmhif.

Demikiar Sural PcrinErh Pcjsbrl Pclak.al Tugas ini dik€lusrkm unhrk d;l6ksanalm dcngan p€nuh rass rrngtungjapab.

Dike lu8*-on di : PuEssibau

Pad6tsrggal :....--........ .

a-n. BT PATI KAPUAS HULU
Sekrearrirr DrGnlL

20 t0

T.obu.rn dj6rsFibn kep.da Yth. :

I . Bupd r.r$r! Hulu di holasiblui
2 In.Fktur Krb. KrF.rr3 Hulu di hrtilsibau:
l. SKPD y&t bcrErrkElE ... -.. -. - - - .-
a- Yarg bcndBkutrn.

lr. tL MUIiAMMAD SITI(RI
Pf,MBINA UTA.IIIA MUDA
NIP. 19590122 196ru I (ba

BENTUK NASKATI DINAS
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS



MENIMBANG

I)ASAR

MEMPERIIATIXAN

KEPADA

I,AMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOijioR 4 TAHUN e0L0 TANGGAL

BENTUK NASKAH OINAS
PENUIiJUKAN PELAKSANA HARIAN

&5 :Jxau*a aDto

6rtsrrflrf,laaaf ,\

Dikcludkan di : h&rlslt.rr
Pada teggel : ................ .... 2010

b.

KOP DTNAS

SURAT PERINTAH PEI-AXSANA HARIAN
NOMOR . . ...

h€[m uork mtsud -h.gaiDda lcB.bul p6da hurur a &r b di ms, Frlu dltlEpkan
dsqan Surat Pcri .h Pcjat{tr PelEkssna Harian.

UDdsng-urdrng Norhor 27 Tahun I 959;
Undmg-udatr8 Nomor 43 Tahtm I 999;
Unddg-edeB Nomor 32 TEhUL 2fiX s€bagaimana rclrh dinrbah b.bcrapr frl dm yeag
tcrrldii Nomor 12 Tahur 2008;
P€iltran P€rndinbh Nomot 13 T&un 2002:
PErEltrsIl Pemerintlh Nomor 8'fahun 2003;
Petaturan Pemc.intsh Nomfi 9 Tahun 2003;
Perrhllan lherah KEhFrcn Keu&3 Hulu NomG 7 Tshuq 200E.
PC'lrrln BuIdi X-q,uas Hulu Nomor .... . Tthun . -.
Dst.

MEMERII{TIHXAN

l.
2.
l
4.
5.
6.
1.
8.
9.

Sur.! Eda8n Kepal. Bsda KcpegawaiaD NeSara Nomot K26-3N5-|O/D @e@1 )a J,fJ,!.xi
2002 tcnlllg PcEurjuk t Pcjabar Pelaksana llsrian:

Nama

NIP

Panglrt/Gol.ruang

JabaEr

TU l. TerntuEg nElai @nggal ....201(r, disoorpiDB tug[! pokohF schlu
StrflK8i/Krbag/f.lbid pada Dinastsad!tr[& ff. ........- ... Kab. Kapuas Hulq juga n€l0ks3n ]En
o,gas sch€gBi Pejaht Pelaksam Harian (PLH,) Keei/K.abag/Kobid peda DinudBedrn/Xrtrtor... . ..--.
Klhpdal r.:ptras lfub;

2. Mclrlsgnalm PEi@h ini d€ngm scl(s8m. dm pctruh rsa ErlggDng jrq,T b;

3. S rar Pcrinrah Poj8bd PelakssDa Hsrian hi beEkhir dcDg8r $ndirinya sctclsD Pcjebd d.6cnitf kcmbali
mckl(!!rl!l<!n rueEi

K

Dcmikian Sur Pcrintah Pcjabar Pclatsana Hrrian ini dik lu{*!D unhrk dilal(sanak n dengrn F.t|uh r[sa tmgglmBjaulb.

I(Gplr. SXPD...........,

T.Ebrr.r di$mpsik, kfpsdr Yth.:
L Buprd f.apu,3 Hulu di Puhjssfoaq

Up- SckEtEb Dacrrh Kabup"t€r Kapua! Hulu di Putussibar
2. h6Fktut lbb. Kpus Hulu di PliB.ita!;
l- KcDoli B.do K€?cgrwrid Darrrh Kthrpden Kapuas Hulu di Putussibau;

4 YaEs bcridrgkrtur.

N!E!
P!!At L..-.-.-.-

NrP. ...........................-



LAIIIPIRAN lll : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
, NOMOR 4 TAHUN ,rrD TANGGAL &5 J^NU/+I AO D

BENTUK NASKAH DINAS
PENUNJUKAN PEJABAT EIWAKLI

KOP DINAS

9UB4I JERINIA! PEJABAT flEWAKILI
NOMOR:.

MfNIMI]ANG

KEPADA

b.

l.
2.
3.

4.

5.
5.
't.

t.
9

brhwa unurk mrksud s€to$imara tcrs€bu. pada hunrf a dan b di aEs, perlu dilchpk rt
dengan Surar Perinran Pej6.bal Mewkili.

Undsng-undang Nomor 27 Talun 1959;
Unddg-undsns NoEor 43 Tahu 1999;

Undang-undang Nomor 32 T6hun 2004 sebagaimana t€lah dirubah b.baapa kali dan y0ng

tcrakhir Nomor 12 Tahun 2008;
Pcrrtunr Pcmcrintah Nomor 13 Tatun 2002;
Pennjran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;
Peraruran Pemerintat Nomor 9 Tahun 2003;
PcraturaD Dacrah KnbuBten Kspu&3 Hulu Nonor 7 Tahun 200t.
Pefituran Eupar Kipuas Hulu Nomor ,. ..Tahun.. .....
Dn ..

MIMERI'{TAHXAN

!-ilrltor'Est,Nama

NIP

Panglsrc ol. rusn8

Jabatan

d* \

]N IUK 4- Tcrhion8 mulai laBEal ....?oI0, disffipint N$s pokduyE lchku
SuflKaertubag/Kabid pada Di[ayB8daD{tumor..-.....---- Kab. Kapuas Hulu. juSr m€lit!.nrk
lueas &b.gai PcjabEt MewEkili (PJW.) Kaii,4Gba&4tubid psda Dina/BadE K6rtor....-. ---,. Krbupaton
Kapuar tlulul

5 Mel6l(3€naksn Perint .h ini deng.tn s€ksama dan penuh rasa taoggunt i8wsb;
6. Surar Pcrintah Pojabat M€wakili illi b€Ekhir deogan sendi.iDyr setclal Pcjebat d.6cnid kcmbali

Inehl(ranal(.n tugas,

20 t0

K.prlr SKPD----------

D€mikian SurEt Ptnntab Pcjlbot Pclaksana Haria,n iDi dil€lurrkan untuk dilaksanakan dcngan pcnuh raia tsneSung javab.

nftElulrlGn di : Purusiibau
Pada tanS8al :

TcDbu..n dlsrnFitln kepadr YUt :

I Buplri Kq,as Hulu di PlDlssitEu;
Up. ScI Et8ri! D!.irb Krbupdcn Krpu.[s Hulu di PunBsibau.

2. tnspckur (,r. Kpurs Hulu di RanBsibsuj
3 Kepal, Bldrn Kepcsrui& Daen,, Klbupa&D Krpurr Hutu di putussibslr
4 Yang bcn6nghrEt.

NIP

Naoa
P.ogl(.rt

DASAR



PEMERITITAH KABUFATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH
Jirlirn AIL rdriNo.? lclp (0:67) ?lr)0:l'1125?'2t402'2t403 F'nx (056?) 21197 Purus3ibau

Kode Po5 7871.I

SURAT PERINTAH PEJ AT PELAKSANA TUGAS

Menimb8ng

NOMON] gTIi 1i CJJ tsKS,/PSDM.B

a Sehubungsn denoan telah mcmasukirlya balas usi6 p€osiun Sdr Johdi, S Sos maka Jabstan

Sek reta s nrenjadl lowon(j mak I timb menunogu penataafl poruonil secara detnltlf pada Sfuktur
Organi6a6i Badan Kep€gawaian dan Pslgembangan Sumber Daya Mar)ulia Kabupatc0 Kupua$

H!lu, dip3ndang perl! menr)nj!/k p€jabBl sebag8 Fejsba, pelaksans Tules (PLT) SekEtsrls tladJn
(€p9!8w8,8n dan lrengemb8ngsn ljumbor U8y0 MonuEIS KabupStgn KSpuat llul!i

b bahwa untuh maksud s€bdqaimana tsEebu! pada hurui a dl atas, perlu dlt€tapkan dengen Sur8l

l'erjllSlr I'sj6hsl J'eld[93nE IU||E!

1 Undang undang Nomor 2/ lahun lgig
2 UndarD.undan0 Nomor 5 Talul2014;

3. Undano.unda r0 N0m0r 23 Tahun 20141

4 Per8luaf Fernerifllah Nomor 1B Trhun 2016i

5 t,er8[x8n l]enterjntdlrNgrrrgr r1 Ialrulr 2017

6 Psraluran Daerah KablDEl )n KapLas Hu u Nomor 7 ]-ahun ?016:

7 Pcraluran tsupatl Kap(as Huiu Nomor {i/ Tahuf 2016

Iueng ng;t

1. Surill Kcpulo :lidJn l,icp(!awalon Ncqora Nomor K.20.30/V,20-34,9, langgal 5l-ehnEd 201ti lentang

KewBnsIgSI Pelaklcrrr lldriurdul Peliikiarla l+las d;ila l Arpek Kcpeg;lwAHni

2, Petalur8n Buf0li Ka0Lriir llu[l Nuirrur 4 Tahurr 2010 Lcfll n! Mokanisme Ponuniukan P8lEksana

lugEs, i,ejebsl Pelalran3 i larisn dan l,ej1brl Mewckili poda Un( Keria 0i l-irykun0an Pemenntah

Kabupaten Kapuas lutu
MEMERINTAHKAN

l(EpaU! ij8u0ara liydlrbuClriyail, lj.ljoL, Nil l9/2,Ji 1U 20UJU1 1 0U1, PrngkJti(iol. Ru 0 Pembln,r (lVD
JabatJn KcDnlJ gldnng l)nln,oltlDlrL d,lrr Kcs0l.rhl':i.r,rrr Prio,lwai Dad.r B*lerr Kep+}rwrirrr rlr|
Pcngombangan Surnb€r Uaya l,,4an!sra Kabupat€n Kapuas Hulu.

tlttluk 1 Turhilurl0 Itlai lalggnl ? Af,ril :018 tlNirnl)iru lahrlr 0ya sebagai K€pala floBng Uala, l.)lslpln dan

KosgjahtBraan Peoawal pad€ Baddr) Kepcrawcisn dsn PerqetnbrngEn Sumber Daya Manullir
Knhupalon Kapuas tiulu, dlttinlLrk luld sebaqal Pejabat fel8ksarr8 Tu(t8s (PLT) S€krrerErir Budur
K6p9gawalan dan Ptng6nrbangerl Sllnrb€r otrye Manueh Kabupatol Kapuue llulu;

2. MelSksan8l8n Pennlah i,ridengan sekriarna dnn lcnuh rs5a langgung Jitlvi,b;

, 3 Sursi Pedntah Peiabal Pclaksar)a Tuga$ i i lxrakltir JcrEirr scndiinya setolah dilakulannya
psngEngkEtan pelsbat dBlhltll

Dcmikian Suol Pcrinlah Pcjobol Pcl0ksano Tugai ni drkcluird(an untuk dilaksanaxan ,j6ngan penuh Esa t8n!0un0 law8b

L)lxelirarxan0l Putucslbau

IU

H

xRt

[JtaIna Medya

Tembus€n dlssmpalksn lGpads Yth l

u. BuputiKupuau l"lulu diPutuuuib u (uubiigili l BJrilr;
b. Yang Dorsanglutofl unluk dlkehhul dan dipeeundcn selagaimana rnestnya

SE(R

196903 1 004


